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Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis
dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun
mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa
bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi,
namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapat perlindungan
hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan
utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban
penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya
di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang tengah terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlindungan hukum bagi
korban masih menghadapi kendala pada peraturan pelaksanaanya. Pemenuhan hak
restitusi terhadap korban hingga saat ini masih belum terpenuhi. Hak terhadap
korban sudah terakomodir dalam UU TPKS seperti pemberian restitusi, konseling,
pelayanan bantuan medis dan bantuan hukum. Kesimpulan menunjukkan terdapat
kendala dalam implementasi hak restitusi terhadap korban pada Peraturan
Pelaksanaan Dana Bantuan Korban yang belum mengatur secara jelas peran
aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi, juga sumber pendanaan dana
bantuan korban belum diatur secara merinci dan proses penerapan hak untuk
dilupakan terhadap korban memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan belum ada
kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten tanpa
perintah pengadilan, sehingga implementasinya terbatas dan belum efektif.

Penulis merekomendasikan, Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan
pelaksanaan atau penambahan regulasi secara spesifik yang mengatur tentang
perlindungan  korban pornografi agar pemenuhan hak korban dapat
diimplementasikan sepenuhnya. Pemerintah perlu melakukan penguatan
implementasi, perluasan cakupan, dan penyediaan mekanisme yang cepat, serta
berlandaskan perspektif hak asasi manusia untuk pemenuhan hak untuk dilupakan
bagi korban penyebaran pornografi.
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